BABIV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM CERAI GUGAT KARENA ISTRI TIDAK MAU TINGGAL BERSAMA
SUAMI DI RUMAH ORANG TUA SUAMI
(Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk)
A. Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

Dalam putusan Nomor 1001/pdt/G/2015/PA.Pmk mengenai cerai gugat,
hakim Pengadilan Agama Pamekasan mendasarkan putusannya pada perselisihan
atau pertengkaran secara terus menerus. Hal yang juga mendasar dalam
pertimbangan tersebut adalah tidak adanya harapan lagi bagi rumah tangga
keduanya untuk dipersatukan.'

Dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan
perceraian dengan alasan pertengkaran harus mengandung unsur-unsur yang
membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan
ataupun dengan alasan lain seperti zina, mabuk dan main judi.* Dengan alasan-
alasan pertengkaran tersebut, maka boleh diputuskan apakah terjadi perceraian
ataupun rujuk.

Dalam kasus ini, sebab pertengkarannya adalah masalah tempat tinggal.
Saksi memberikan pernyataannya dengan pengetahuan yang mereka ketahui bahwa
keduanya (tergugat dan penggugat) sudah tidak mendiami satu rumah. Dari
pernyataan tersebut kemudian hakim berasumsi bahwa dengan adanya pisah rumah,

sudah bisa dikatakan sebagai bentuk pertengkaran dan dikhawatirkan jika terus

' Nur, Wawancara, Pamekasan pada tanggal 10 November 2016.
* Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana,
2012), 387.
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berlanjut. Jadi pertengkaran yang dimaksudkan hakim merupakan asumsi jangka
panjang dari kasus tersebut.

Hal demikian ini sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran dapat
diajukan kepada pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri.’ Perkara ini dalam
proses pengajuannya pertama kali ke Pengadilan Agama sudah merupakan perkara
perceraian dengan alasan pertengkaran, bukan perceraian dengan alasan lain yang
kemudian dijadikan perceraian dengan alasan pertengkaran setelah berlangsungnya
pemeriksaan perkara dalam persidangan. Sedangkan pengajuan yang dilayangkan
penggugat (istri) lebih mendasarkan pada permasalahan tempat tinggal bukan pada
pertengkaran. Alasan pertengkaran ini kemudian muncul melalui pertimbangan
hakim seperti yang telah disebutkan.

Perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus
menerus dalam hukum Islam disebut shigaq. Perceraian dalam kasus shigag menjadi
wajib jika pertengkaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh suami-istri
ataupun keluarga kedua belah pihak.® Dalam perkara shigag yang merupakan
pemeriksaan secara khusus (/lex spesialis) dan agak menyimpang dari asas-asas
hukum acara perdata, maka hakim wajib mengkonstatir peristiwa yang diajukan
oleh pihak yang berperkara tersebut. Kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut
dan akhirnya memberikan hukumnya terhadap peristiwa yang diajukan. Dalam

praktiknya, pengadilan Agama Pamekasan telah memanggil beberapa saksi yang

3 .
Ibid.
* Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grrafika, 2013), 210.
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berasal dari keluarga dekat pihak yang berperkara sesuai dengan amanat pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.°

Perkara shigag diajukan sejak awal sudah merupakan perkara shigag
sebagaimana telah tersebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, petugas harus meneliti dengan
seksama surat gugat yang diajukan oleh penggugat apakah perselisihan dan
pertengkaran antara kedua belah pihak sudah mengandung unsur darar yang
membahayakan dan pecahnya perkawinan.’

Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan shigag sebagaimana
diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi,

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan shigag maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.
Sehingga, kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara shigaq adalah
saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau
orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang
berperkara dalam gugat cerai biasa. Pemeriksaan terhadap saksi diarahkan kepada
kebenaran formal tentang dalil gugat, tentang perselisihan dan pertengkaran yang
sangat memuncak di antara mereka, serta telah terjadi pecahnya perkawinan dan
membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan. Akan tetapi dalam perkara
ini tidak ditemukan keterangan saksi yang mengarah pada hal tersebut. Saksi hanya
memberikan keterangan tentang pisah rumah antara kedua pihak yang berperkara.

Jika terjadi kelalaian dalam mempergunakan tatacara mengadili yang digariskan

> Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 388.
6 -
Ibid.



55

oleh Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mengakibatkan putusan yang
dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkatan
banding, harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan
pemeriksaan tersebut.’

Rasio menempatkan keluarga dan orang-orang terdekat untuk menjadi saksi
dalam perkara shigaq, tidak lain karena perceraian shigaq sangat bersifat khusus,
keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya.® Pada umumnya,
keluarga sangat mengharapkan agar tali perkawinan para pihak berperkara kembali
utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang berkeinginan untuk
menghancurkan rumah tangga keluarganya, kecuali dalam keadaan sudah benar-
benar parah. Berbeda dengan kasus dalam penelitian ini, justru keluarga dekat dari
pihak berperkara yang menginginkan keduanya untuk bercerai meskipun
keadaannya baik-baik saja. Karena, dari penuturan kedua belah pihak yang
berperkara, keduanya masih menyimpan perasaan suka, tapi keadaan semacam ini
bukan ranah dalam persidangan seperti yang dipaparkan oleh hakim dalam kasus
ini.” Pengajuan gugatan menurut penggugat (istri) terjadi karena disebabkan adanya
intervensi dari masing-masing orang tua pihak berperkara.'®

Pertengakaran dan perselisihan sebagai alasan hukum perceraian menurut
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-IX?2011, dinilai tidak
bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam

putusan tersebut berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam

" M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Bandung: Balai Pustaka, 1990), 265.

8 Manan, Penerapan Hukum Acara..., 390.

? Nur, Wawancara.

"% Istri (Penggugat dalam putusan No. 101/Pdt.G/2015/PA Pmk.), Wawancara, Pamekasan pada tanggal 15
November 2016
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pernikahan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.
Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa
pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu’asharah) dari kedua belah pihak
suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan
dari kedua belah pihak dapat menjadi pupuk bagi tumbuhnya cinta dan kasih dan
sebaliknya, dapat menjadi pemicu permusuhan dan kebencian. Karena itulah terjadi
perselisihan dan pertengakaran terus menerus diantara pasangan suami-istri,
sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti ini, maka
ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah, meskipun ikatan lahir, secara
hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak
bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan dalam kasus
tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga.
Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk
menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan.]1

B. Analisis  Pertimbangan  Yuridis Hakim  dalam  Putusan  Nomor
1001/pdt.G/2015/PA.Pmk

Dalam putusan hakim Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk merupakan putusan
verstek, dimana dalam hal ini menjadi suatu ketetapan hakim yang dapat diterima
dan tidak menyalahi aturan yang termuat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang
menjelaskan apabila tergugat atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan
pemerikasaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan
patut kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan

verstek.

u Syaifuddin, Hukum Perceraian, 209.
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Dalam memutuskan perkara tersebut hakim mendasarkan putusannya pada
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan tidak ada ketentuan atau batasan
pertengkaran yang dimuat dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang tidak secara spesifik
menjelaskan sebab pertengkaran yang dimaksudkan.

Interpretasi pertengkaran dalam pasal ini memiliki banyak arti, sehingga
dalam penerapannya, pertengkaran yang dimaksud tidak selalu bermakna shigaq.
Dikatakan shigaq jika gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi
pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami
istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan. Sedangkan alasan perceraian yang
didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-
unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut
belum bisa dikatakan shigag. Hal yang terakhir ini adalah gugatan yang diajukan
oleh salah satu pihak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dengan alasan
perceraian lain, seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk dan main judi."?

Dalam kasus ini satu-satunya alasan pengajuannya adalah penentuan tempat
tinggal yang tidak sampai berujung pada unsur membahayakan, ataupun melanggar
syariat agama. Dengan melihat unsur-unsur alasan yang dikemukakan dan sesuai
dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, seharusnya hakim tidak tergesa-
gesa memasukkan perkara ini kedalam pasal yang menjadi landasannya. Pihak

penggugat (istri) mengajukan gugat cerai akibat tidak betah tinggal dengan orang

12 Manan, Penerapan Hukum Acara..., 387.
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tua tergugat (suami), begitu juga dengan pihak tergugat tidak betah untuk tinggal di
rumah tergugat. Dalam persoalan ini bisa saja diambil titik tengah untuk memaksa
pihak yang berperkara untuk tinggal ditempat yang netral tanpa harus berkumpul
dengan orang tua masing-masing atau bisa juga dengan cara mengatur waktu,
misalnya dua minggu di rumah suami (Tergugat) dan dua minggu di rumah istri
(Penggugat).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat ditemukan asas hukum
perceraian, yang salah satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian.
Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada
dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan
yang dibenci oleh Tuhan.

b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.

c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri, sehingga setaraf dengan derajat
dan martabat suami."

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan
sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri. Asas mempersukar
perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami

istri.

" Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 109.
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Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum
perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan
untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga
tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh
melakukan kesalahan.'*

Sedangkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan hukum tidak ada
harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, tidak menjamin perlindungan,
kepastian hukum dan keadilan bagi isteri yang dikorbankan. Alasan perceraian yang
tercantum dalam landasan tersebut, tidak diatur secara hukum normatif bahwa
manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran suami-istri niscaya dan bukan tidak
mungkin adanya unsur eksternal (personae atau intervensi) penyebab timbulnya
perselisihan dan pertengkaran rumah tangga."”

Begitu juga dalam burgerlijk Wetboek, tidak dicantumkan hal perselisihan
dan pertengkaran suami-isteri yang terus menerus sebagai alasan perceraian. Pasal
209 BW menetapkan alasan-alasan perceraian: (1) zinah; (2) meninggalkan tempat
kediaman bersama secara itikad buruk; (3) dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau
lebih sesudah perkawinan; (4) pelukaan atau penganiyaan berat oleh yang satu
terhadap yang lain atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atau
mengakibatkan luka-luka berbahaya. Syariat Islam juga tidak memuat hal
perselisihan dan pertengkaran suami-istri sebagai alasan cerai kecuali: (1) zina; (2)

nusyus meskipun dinasehati berulang-ulang; atau (3) pemabuk, penjudi atau

14 Syaifuddin, Hukum Perceraian, 38-39.
" Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), 201.
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melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah
tangga.16

Meskipun demikian, Hakim melihat perkara ini telah mengandung unsur
darar dan dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk mencocokkan
alasan ini yang mengarah pada shigag, penulis mencoba membandingkan dengan
Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan gambaran
materiil tentang adanya shigag, yang berbunyi,

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan shigag, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
berbunyi,

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami istri itu.

Kedua pasal tersebut diatas mengharuskan kepada hakim untuk memeriksa
dan mendengarkan keterangan keluarga dekat suami-istri. Dalam hal ini, hakim
telah memanggil saksi I yang merupakan ayah penggugat (istri) dan saksi II yang
merupakan sepupu tergugat (suami). Dengan pemanggilan tersebut, hakim telah
memenuhi syarat yang telah ditetapkan undang-undang. Hakim juga telah
melakukan sumpah terhadap saksi sebelum memberikan kesaksian.

Dengan menggunakan kesaksian keluarga, hakim mengisyaratkan perkara ini

masuk dalam kategori shigag. Karena beberapa keluarga sebagai saksi hanya

berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan

' Ibid., 201-202.
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pertengkaran yang terus menerus dan ada unsur darar, serta pecahnya tali
perkawinan (shigag). Ketentuan ini tidak bisa diterapkan pada semua perkara
perceraian yang diajukan karena perselisihan dan pertengkaran, karena tidak
mengandung unsur-unsur shigag dan pecahnya tali perkawinan diantara mereka.'’

Dalam perkara shigag, seperti petunjuk yang tersirat dalam surat al-Nisa’
ayat 35, dibutuhkan penganggkatan Hakam. Ulama berbeda pendapat dalam hukum
pengangkatan hakam. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat
(2) hakam tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat hakam
dari pihak lain.

Tahap pengangkatan hakam dalam perkara shigag dilakukan setelah
melewati tahap pemeriksaan saksi. Meskipun dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat kalimat “dapat” mengangkat hakam, hal ini
dapat menunjukkan pengangkatan hakam bersifat kasuistik. Artinya jika hakim
memandang pengangkatan hakam tidak diperlukan maka penganggkatan hakam
dalam kasus shigag tidak ada. Akan tetapi jika dengan adanya hakam bisa
menjadikan suami-istri didamaikan maka wajib mengangkat hakam.

Berdasarkan pada hal tersebut, hakim di pengadilan Agama Pamekasan,
dalam perkara ini masih belum secara jelas menentukan apakah perkara yang
ditanganinya termasuk shigag ataupun perkara pertengkaran biasa. Di satu sisi,
landasan yang digunakan dan tahap-tahapannya mengindikasikan bahwa perkara
tersebut adalah shigaq akan tetapi dalam penuturan dan tidak adanya penganggatan

hakam, perkara ini disebut sebagai pertengkaran biasa. Anggapan keduanya sama-

" Manan, Penerapan Hukum Acara, 390.
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sama memiliki implikasi. Jika perkara ini tidak termasuk shigag maka seharusnya

saksi yang digunakan oleh hakim bukan dari keluarga pihak berperkara.



